MEMERANKAN DISIPLIN ANTROPOLOGI HUKUM
DALAM PENYELESATAN SENGKETA AGRARIA
(3ebuah Arena Pembelajaran Kebudayaan Nasional Indonesia)
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Abstrak

ﬂpps'oach to studv ot law especially for dispute resolution concerning agrarian resources has
been bound on normative posidvistic approach, Both are conduciad by rescarchers capecially
lsxw enforcement officials o binnt or naable to resolve agraran dispures especially land resources
are more massive, Positvste approach to the L will Lead o more legal footng cscape oppressive
context, which in turn will lead roir's death. Tids legal anthropology approach to legal pluralism
as an natonal cultural herrage of Indoncsis naton in partocular, scems to be able to find the
root of the problem and sugpeses sohadon aimng some oprions,
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Latar Belakangr vang portama bersitat absoeale (abstrace) ridak
Tulisan ind herdrik tolale dan pandanean pemilic - berwajud konglarn, berada di alam fikiran para
hukum bahwa ilmu hukum adalah salah satu pimpinan nusyarakar Adat dan sceenap warea
bagian dari kebudayaan nasional suaru bangsa masearakar Adar dan sebagian relah dituanglkan
termusuk di dalamnva bangsa Indonesia.  delam wojud culisan nosalova pada daun lontar,
Pandansan tersebut tidak dapat dilepaskan dari ralang atac kalic binatang,
keterpengaruhan hukam sebapal produk
kebudavaan dari pengarub bhukam dar produk Swdah barang tenwu sebagai sebuah sisiem nilai
budava bangsa lain khususova vang cernab dan norma, tmaka hokum sebagai buah
menjajal nepara Indonesia vang daholo disebut  kebudavaan, maka ik seniral ataw fokusnya
sebagal Necerlandsch Lodie atau | lindia Belanda diarahkan pada manusia it sendizl, Dengan
baik negara Belanda, Inppris, Porougis serta demikian, dasatl dikatakan bahwa hukom sebagai
|epang salab saw wurud kebudavaan, hanvalah sebatas
alat vntuk kepenungan manfaat bag manusia
Mengacu pada pandangan Koenlazaningrat  dan kemanusiazn yaitu headilan (jusdee] dan
bapak Antropolog Indonesia dalam salah satu kesejahteraan {prosperice).
tulisannva bahwa wrdapar Lga wujud
kebudaraan, rairn: Tde-gagasan, nilal, norma Hal kedua ikhwal kasus-kasus perranahan
serta poraciran ; Aldfitas pedlako manusia vang misaloya merujulk data base Konsorsium
berpola dalam masyaralar | dan Benda-benda Pembarvuan Agraria Bandung aarara rehun
hasil learya manusiz. 19702001 mencapal angka anglka 1,753 mehpun
laas ranah 10892203 heltar dengan korban
Kebudayaan idead dinamakan adat tata kelakuan schanvale 1182482 kepala ldduanga, Pihale-pihale



vang teflihar pemaerintah rertinge di Taoaa Baar
197 dnsotust, milicer 12, perusahaan nogara 60
dan swastu 225 dun diselesaloan sejumlal 297
kasus (61, 36%0 melalui lembasa peradilan
litigasi) sebunyale 39 kasus {13,13% di luar
lembaga peradilan inon lingasts 258 kasus
(BOBTML. tunpy penyelesaian 187 gasus

(38,645,

Anrka terkecil i Papua sebunyak 25 kasus
meliputi luas tanab 4012224 angla korban
35.943 kepala keluarga pihak vang terlibat
insutusi pemerintab L3 swasta 12 perusahaan
vang diselesaihan 200 kasus (71.43%0) udak
satupun diselsaikan secara litigasi dan 20 kasus
(1000%0) diselesaikan secara non litipasi, tanpa
penvelesaian B kasus {26,57%) . Fenomena
terakhir adalah aksi jalan kaki seratus orang
petani dart kalmpaten Blitar menwju istana
negara karena rak lonjung recselesaikannya
senghera hak melawan perkebunan swasta,
Pertanyaan yang mengemule: adalah apalkah
bangsa Tndonesia vang dilenal memilila budaya
rermasyhur ridak moemiliki hudaya dalam
penvelesatan konfhle dengan obyek sumhber

dayar,

Pertanyaan kemudian bukunkabh masyaralur
Addar Tndonesia tidak menyulka kontlik dan
berupaya antule menyelesutkannya secary

sy rah 2,

Menurul pandangan penulis dalam menjawab
pertanvaan di atas Ef:,hagui dusar data Badan
Pertanahan Nasional sebagaimana lermual pada
Rencana Strategds Badan Pertarahan Nasional
(BIPNG 2012-2014 diketabiui
“Badan Pertanahan Nasional Republik

Lahwa:

Inclonesiz telah melakokan idencifikasi tanah-

tanah vang menjadi obyek sengheta perianahan

dengan hasil sebagai berikoc

1. Total sengketa, konflik dan perkara
portanahan : 7,491 kasus.

PNAAN AW AT YO, Maecredifan Tliandy <t ﬁ..'.‘m.'i-ﬁr Hikri...

2. Total Tuasan tanah dalam sengkers, konflile
dan perlkara: G058, 000 Ha.

Sampal doengan aldhir 2008, Badan Pertanahan

Mastonal RI relal herhasi] menvelesatkan 1778

kasus.

Dhalam perspekaf hulutn khususnya sebagrai
produk budayva bangsa penulis juga idak
menprrunakan pendekatan normatit {statute
aprroach) sebupaitnana laziie dipunakan para
pemikir ilmu hukutr, melainkan dengan
peadekalan antropalog SJukam fanthropology
of law) vang oleh beberaps kalangan penghagi
secara normatif pendekatan seperd ini
dinamakan pendekalan non mainsiream atau
vang lebih tajam bukan merupakan kajian
hukum.

schagal negara vang pernzh mengalami
peniajzhan eedonialisme negara-negara Fropa
Barar scoicdakova sampat scharang kebanvakan
sarjans mikum relah memperoleh pemahaman
mengenal hukam meaurar Sidharea sccara
dogmaril: (Rechrsdogmancl, Legal Dogmanes)
Sapromd (20027 schagat anahnical posiovism
yang hercoral eaku, vands formal dan doitriral,
Fonsclaens dard pithan ind, maka hegine banyale
perstalin hukum termasuk 3 dalamnva lonflilk
ticdade riamipu dijaraab pereenvaan mengapa dan
bagaimany mencart solust atan jawaban
permasalahan hukum yane pada wilitanna
tmenurus Saptome akan berujungr pada lematian

itmu bk .

Sebeluwm menguraikan secara lebih mendalam
t{'J'F‘lili di atas maka :Jli'rlLI! kimn}-:l di berikan suatu
delinisi operasional apa vanyr dimaksud dengan
istilah: peran atau partispasi masvarakat (public
participaton) merujax pada “istiah kategoris
untuk kebuasaan masyvarakal Hal ini merupakan
redisiribus] kekuasaan dari pemegang keknasaan
kepada masvarakal vang memberdayakan watga
tak herounya vang diakibarkan oleh proses
chonemi dan pelitk,




Tengan kara lain, secara khoses dilalodean
perubahan sosial untulk memboerdavakan
masyarakat untulk memberikan kontribus
leeanturgan pace masyaralearnva’ Tonova babwsa
menutut Sherry T Arnstein erdapat ngea shap
dilam celapan tanggza partisipas publik valni:

Lo Mo partisipasi meliputn cahap: manipulasi
dan terapi ;

s

Tingkatan tokenism meliput::
menginlormasikan, konsuliasi, placation
(saran diterima Llapi belum teniu

dilaksanakan’;

3. Tingdkar kehvasaan pada masvarakat meliputi:
kemitraan, pendelegasian kekuazazn dan
pengawasan oleh masvarakar

4. Lipava menyasun sinresis herangaar dan tesis
hukum dogmack-normanf-scncealisok, ant
rests kesadaran huloim vang lemah-finggings
imrensitas sengketa monuju sinrcsis
mengoagas parfisipas masyarakar dengan
mernjul pada delapan tangga parnsipasi
miasyarakat seport dicambarlan dalam mbel

Ll

Tabel 1. Dicdapan Tanee Partsipast Musvandot

Muenurut Sherry Arnstein,

Tingkat ko naumpuoan
sy atiel

Peagiwisan masvirakic
Tendelegasian kevwetangan

I etenitriaar.

TMaecalivn
{mewaktkan=
partisipasi sehagizn)

Tingleal Telenisn
[partisipus] nissyatakat
yang palsif;

o altasi

Inormasi

‘Lidak ada parlisioesi | Terspi Manipulas

Sumber; Shwerry Arcestein 17209 Il 217
konllik vang dimaksud merujuk pada

pandangan Laura Napkr dan Harry Tonb
(1973) dergan tiga tabapannva yakni:
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1. Gricvancsd pre conflict stage hercird
monadic: kehahan fkeegundahar,

2. Conflict stage bercin dvadie: realest newarit

e

[Mspure stage berod riadic vang menjach

AL pLLb]ﬂc;" terbudo.

Sutnber konflik menutrut LATRA NATER dan
Harry TonD melipu:

L Sumber dava alam can discribusing,

2. Perl wasaty teritorial

3o Akdvitas ekonomi

4. Kepadatan penduduk

Telaah hukum kritds vang merajuk pada
pemnikiran Unger vang diartikan sebagal: “suatu
gerakan vang mercoba mencai terobosan teorl
hukum Iberal dengan penghaiian hukum secara
empirik mengacn pada paradipma sosial kirl
dengan meisaikan hukum dan poliak®™,
Telaah Anrropologi ikum yakni snam cabang
il vang mompela’an hubonzan amba balik
anrard. hulknm dengan fenomena-fenomena
sogial dalam kchidupan masyarakar acan
hagaimana hukum bekerja schagat falar
pengendalian sosial® araa sarata unmk menjaga
kereraturan sosial dalam masyarakar”™ | Salah
sama ropik bahasan pennng dalam disiplin
anthronolig hulum Pluralisme hukam yang
i pandarean YVANDrgLNDEN (1971)
dimalesud adalah:"adanya sehuah siruasi dalam
masyatakat ditnana suatu mekanisme hukum
vanyr betheda diteraphkan pada situasd siatuasi
vang idemik™ . Dengan demikian merujuk pada
definis: di muka akan nampak kepelasan sikap
penulis mengrrunakan sudul pandang dasar
tenritk vany mana,

Banvaknya kasus-kasus hukum yang dibadapi
oleh aparatur penerak hukum Indonesia baik
kasus-kasus: korupsi, pelangparan HAM,
linghkungan, kekerasan dalam rumah tangga,
perdagangan anak, wenaga kerja (perburuhan),
masyarakar Adat (Indigenons Community)
dalam relasiova dengan sumber dava alam dan
1'!{f1’|:ﬂ1'lﬂ,hﬂ1'l,



Permasalahan

Berntk tolak dart uraian schagaimana o
paparkan di muks mulks permasalaban yang
diangkat dalam rubsan i adalah:
“Bawuimana kontribust disiplin antropolog
hukum sebagai produlk kebudayaan nasional
dalan penvelesatan sengketa sumber duya seraria

i lndonesia #

Hasil Kajian dan Pembahasan

Pettanvasn awal vang nengemcka, mengapy
kajian ini lebibh meaprunakan pendekatan
antropolog hukutm (socio legal approach)
dibanding pencekatan pernndang-nndangan
(statule approach) sebagaimana senaniiasza
dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki
Lerkaitan karena karakteristik thmw hukam vang
preskriptf, bukan deskriptir,

Pendekatan ancropologi hulam mennrar
Woeonkc anG FriEosasy dalam ukonwa Legal
Theory dinvaralean hahws disiplin bukum rerbags
micnjach nga sub bagian vaknk nororsissenschaft
{sollen) wang ditckoht Hans Kelsen dan
pengikurnya, bepnfressenschaf aran Jlmo
pengertian hulom vane ditokobn Kamphoysen
dan penganuenva, Sedangkan yang kenga flmo
tentang kenyatuan hultum
(tatsachenwissenschaft) amu sein yang
mencermatt hukum dalam reabitanya di
o yaralot yangr salah sare di ancaranes adalah
antropolos hukutr, sostolod bukum, palkologn
Tk .

Masalah pendekatan dalam kajian, acapkali di
Indonesia me'adi suatu ajang perdebatan vang
kadanpg-kadang
berkencenderungan mutak-mutlakan padahal

ltendensivs  dan
di negrara lain persoalan pendekalan dan iretode
vt digrunakan udaklah memadi persoalan vang
sangat penting unk diperdebatkan apalagi
satnpal mengabatkan sulsansl, Sepanjang logila
berfikir runtat, kernidian ada dasar acnan gang
relevan kemudian mengu sccara kritis basis
reoritik dan cemuan penelitian irulah vang
dinamakan olbwckiifias dan validitas,

A. Perlunva Paradigma Baru

seport telah disnggune di muaka oleh Brernarn
ARIEE SITHARTA habwa kegiutan penuembansn
dogmarika hukum berisi akoiviras
menuleornpilusi, menenterprotas atuean atuesrn
hukum posicit sertd menmstematisas
keselurubun lkuddal Jeudah hulkum yang berlalu
tnerqauedi satu tata hukutn nasional vang berlaku,
ratan menginterpretas aturan-aturan hukum
prsiddl yaryr berlako di masyaraka terteniu pada
kurun wakto tertentu dari sudut pandang
aormalil terarab unwk mempersiapkan
pengambilin puluzan hukum konkel unik
menawarkan alternatil penyelesaian atas susmm

masalah lkom konkeil (senghkela).

Fazla empiik menunjuklan bahwa pendekalan
dogmatik tidak dapar memenuhi rasa keadilan
para yustisiabel schaly ana vang divegkaplan
aparans pencgak huknm sermara-mata banya
ama vang tersurat di dalam normad kaidah
hukonm sepertt vang dirennilzan olech negsra
istarc= nogar, schingea J kalangan anthropolog
hulum dinamakan srate leg atan hckwm negardg,
Walanpun scsungguhnya untak mememihi rasa
keadilan masvaralkar ada kewapban vang
dibehankan kepada aparar penegak hukum
Thacur hakiem wajih mengrgali mla-mila huloom
v hidup dan berlaka sepern diatar dalam
Undanrundang Republile Indonesia Nemaor 4
Tahun 2004 Tentanr Kekwisaun Mehakinnan
Pazal 16 Avac (1) dinyatakan:
(L Penradilan tidlak boleh menclak uniuk
memetiksa, mengadili, dan memutus suatu
perkara vang digjukan dengan dalil balwa
hukum tidak ada atac karang jelas, melainkan
wajih untuk memeriksa dan menpadilinga.

Pasal 28 Avat (1] dinvatakan:
{1iHakim wajil menggali, mengikull, dan
memsahami nilai-nilai hukom dan rasa
keadilan vang hidup dalam masvarakal.

Betenwan werscbutl discmpurnakan dengan
Undeng—undang Nods Tahnn 2009 rentang
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Kelkuasaan Kehaokiman Pasul 5 Awar (1)
“halam dan halam leonstinast waph mongeal,
mengikufl dan memabami nila-nila hulkum
dan rasa lkeadilan vang hidup dalam

rmasvaraloat”

Mengrupy demikizn karena menurut Pagal 10
Aval Doy dinvalakan:
"Penpadilan dilarange meneolak untuk
wietnerikea, tnetgradili, dan metnulus sualo
perlars vang disjukan dengan dalih babea
hukum teak ada aan kurang jelas, melainkan
wijib untuk memeriksa dan mengadilinga ™

Savangmya amanal pasal terakhbir vang dikodp
di atas jarang kalan tidak secara ekstrim dikarakan
tidak pernah digunakan oleh hakim dalam
memutuskan perkars vang dibadanmya dengan
pencmuan hekumnva menggali milai-nida hukum
vang  hidup dalan masvarskar vang
lrersarghutan. Akibatoya calam banvak kasvs
sengleets vang berobyels ranah s sumber daya
alam ancara negara dengan masvaralar Adar
senantiasa meragikan hak-nak kelompol o
karcna hanva mendasarkan pada rafsir
fnrerprotast; yang kaku (dosmatle-dedakrf-

cratis).

Perdebaman paling krusial vang terjadi dalam
pengeloluan sumber duya alam (nutwral
resources) dun pertanahan Jand resources)
liteanpok kelompok penduduk wseli (ndisenous
Community) telah mengembangkan beniuk-
bentule vang orisingl dalam {(penpelolaan)
manajemen huan, tanalk:, air 1ropis, swnber
daya laut dan menuntut pengekuan bagi hak-
hak komunalnva bertepuk sebelab tangan.
Artinya bahwa kenflik vang terjadi dan
mielibatkan kelompok masvarakar Adat ticak
dapal diselesaikan secara was dan adil vang
pacda gilivannva konflik-konflik it timbul,
teagrelam dan mengambang {(staws quod)
seperti tak memperoleh rempar calam hokum
Indongesia.
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Seears normatif pengaruran vany sekaligns
merupakan jaminan dar negara rechadap
kenyvaraan atau falkta babwa terdapat beragam
masyaralat vang telah ada jauh sebelum
berdinnga negara Republilk Tndonesia halkan
relah diatuer di dalam Undang-undang Dasar
INegura Repablik Indonesia Tahun 1945 Pasal

L8 B Avat (2 vange dityeacakean:
Vil L] VuTig A

“Nepara menprakul dan menghoromali
kesatuan-kesatuan masvatakat hukum Adat
beserta hak-hak iradisionalnva sepanjang
masih hidup dan sesual dengan
perkembangan masvarakat dan prinsip
MNegrara khesatuan Republik Indonesia vang
diatar dalam vadanp-andang™

Penegasan terhadap petlindungan keberacaan
masverakat hukum Adat diator pula pada Pasal
23 1 Axar (3} Uindang-undarg Dasar 1945 vang
dinyatakan:

* Tdenotas budava dan hak masvarakat
tradisional dihormati selaras dengan
porkembangan zaman dan poradalban®™,
Dengan demikian dapae dismipullan bahwea
jJarminan secara hulaom annak pengalaaan dan
nerindungan rerhadap masvaralat hulom
Adar (Indizenous commuoamty] relah

distmanatlzan lonsatas.

Hal vang seridalenya senatas terdapat di dalam
Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok polol Agtana pada
pasal 3 vang dinvatakan:

“Dengran mengiagral keeentuan-kelentuan
dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak Llavat
dan hak-hek yang serupa ica dard masvarakat-
masyarakal hukum Aday, sepamang menurut
kenyaraannya masih ada, harus secemikian
rupa sclungra sesval dengan kepentingan
nasional dan Negara, veng berdasarkan atas
porsatuan bangsa scria lidak belch
bertentangan dengan undang-undang dan
poraturan-perataran lain vaong lebih tnggi”



MNfas var sam terdapar pula pada TTndang-
undang Mewd] Tahan 1999 schay aineana dinbah
olch Tndang-undang We 19 Tabhoun 2009 tentang
Kehurenan Pasal 5 Avat (3. Pasal 9 Ayar {2)
Undane andang No 18 Tabun 2004 tentang
Perkebunan setidaknyva mengamur hal serupa.
Natnun, dalam realitanya mengapa terjadi
resislensi inasvarakal lethadap kegiatan
pemerintah dan/ atau swasty di sektor
kebiwanan maupun perkeboman varyr bersiful
masit dan tak kunjung terselesaikan secara
(urtass,

Menjawab pertanvaan atan masalah yang
pertama, maka alur Gk di bawah ini mencoba
menguaral masalah dan memberikan jawabanya
dari apa vang teah dilakukan oleh pemerintah
dan,/ arav pemerintan daerah sesual Lndang-
undang No.32 Lahun 2004

Pemerintahan Tlaerah dan hagaimana aoav

tentang
vang schalknva dilakulkan,

Tafsir vang berkembang terhadan konscp hak
I Sl negars sehagaimiaaa diamar ]'md:'. Tasal
33 Avar (3) Urndang undang Dasar 1945
dimaknal sccary sompit mongatur dan
menenmakan terhadap relast anrara subvek

dengan obyoes sumbor daya agrana, Namun,

tidak mnpe menjelaskan mengapa kansep
lecwrenungrun negara sepoertd 1tu dan bagemana
realisasinyi dalum hal terjadi hubungan
hukum vang in conctito. Dengan demikian,
narprik babwa inerpretasi (rechis interpretatie)
atas hobungan hukutn subyvek obvek tersebut
dilakukan secara sempit (lerbatas).

Kervangka berlikir di atas menggambarkan
betapa kual atau dominannyva hukum negara
(state law) vang secaxa apriori mensubordinasi
bahkan menegasl/ mengalicnasi keberadaan/
eksistensi hukum yang ombuh, berkembang
sclaras dengan kesadaran hubum masvarakal
flocal/ indigenous wisdon), Hukam Adar seolah
hanva Dberlakw sccara sangat terbatas,
rerperangkap aleh kepenringan hak menguasai
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dar negara sehagaimana rermakioh fada Pasal
33 Avar (3) Undang undang Dasar Negara
Indonesia Tahun 1943 yang sclanjutnya
diclaboras ke dalam Pasal 2 Undang-undang
IS Talwan 190,

Merupakun scebuah terobosan awal pada
Pt'['dt'l:]l-ﬂ.:-lT] [}E][".:-lk'['.:'i'i-ﬂ] dan [}CT[‘.-J.'.I\HETH'[] dlits
penguasaun nerary terhadap bumi, air, ruangr
atikasn (dalain balas-balas lerlenlu) seria
sutnber dava alam balvea Malidarmah Konstitusi
Republik Indonesia dalam putusannyva angeal
16 |uni 2010 memberikan makna terhadap
pengruasaan negara pada pumasan X033/ PUL-
VILLS 2010 babvea rakval secara koleklif
dikonstruksikan oleh Undang-undang Dasar
1945 memberikan mandal {mandate) kepada
negara untuk:

1. Mengadakan kehijakan (beleid)

2. Mengadakan pengamran (regelendaad)

3, Melakulean pengirnsan (hesmimrsdand)

4, Melakukan pengelolaan (heheersdaad)

3. Melakulean pengavwasan
mocmichrhoudensdaad) unnale sehoesar besar

kemakmuran rakyat,

Tatsir baru vang dibenlkan oleh Mahkamah
Fomstiows scharusips tnenjadi suec acuan ba
departemen/lembagy negrara vangr sceara
konastitusional menerima mandar antak
melakuloan pu‘.gclul;mu atas sumber d;t}'a atatia
termasuk sumber dava anah vang selaras dengan
petasaan bhukuin dalam tagyiatazat,

B. Pluralisme Hukum:

Telaah Hukum Kritis

Studi Pluralisme Hukum telah lama terpusat
pacda manajemen konflik jcontlict management)
anlara state (negara) dengan masyarakat
tracdisional di banvak nemars seperti Afrika,
Mexico, Asia schagalmana diwlis olch
STHRLING (1957, ¥ AN RouvERoy dan NiEwAAl
19703, Laura Naper dan H Topn (1978),
KoEERET Vo Benoa Brorsdans [1984)
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JLGRITTIIE (1986 VANDERLINDIY (1954,
IIERMAN Srasrs, Poriink (19920 dan
WOODMAN (1593 vang membagi pluralisme
bruburn mnenjadi dua macam vakad:

1. Pluralisme relalil {VANDERLINDEN) alau
lemah {Jo1 GRIUTITIN vang menunjuk
pada suzru bangunan hukum vang di
dalamnya ada aturan hukum negara vang
dominan namun membert ruang bagl jeos
hukum laimn sepertd hulum Adat can hukum
agams, disahkan dan memasuskannva dalam
sistemn huluam negara,

o

luralisme  kuwar/ deskriptit {Joan
Cinffitks/dalam (Gorbos Wooomax) yang
mienunjulk pada kondisi dimana dua atan
lebih sisrem Aukom hidup berdampingan
g rasie-masing memilild dasar lesinmes

dan keabsahan .

Berdasarkan untaian teon dan beberapa penelin
antaropolom hulkutn menckankan bahwa
prrasvaran agar dus alao lebib sistemn hukum
vargr hidup dalarn tmasyaraleat dan negrara saling
berdutnpingan nuka baews inelepasken div dard
jerar eksklusititas dan memben pengsluan pada
sistem hukum lainoyva dalam posisi vang selara
sepett tak terfikirkan kaum etatia
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Perkembangan selanjutnys pluralisme hukuwnm
tidak hanva memiokuskan kajiannya pada
konllik dan pengelolaannya karena sejzk 1975
Horiodan elah mempelajar hubkum di Juar
wilayah konllik dilkud Fraxz Yon BeErDa
Brodaasas (1979 vang terakbhir memulai provel
penelitian di Sumatera Barac renrang hukum
Islarm, jarinan sosial dalam pengelelann sumlwer
dava alam yang oleh Moore (1978) dikamkan
sebagal “lidang sosial vang semi oronom™ (semi
[icld)

menckomparasilean suku Chacea d3 " Lanzania
Fa ] P i

Avtonomous  Social yvang
(Afrikay denean komanitas industel garmen di
New York vnruk monunjulkkan dan
menernglan suat unit sostal wng meramnscn
dan mempertahankan norma normanva sendin,
Regulast pemoenntah menventuh hal-hal csenstal
dari suatn pabnk garmoen (oakatan jadt) melaho
satingan wilavah sostal ind camuan jues same
sekal ndak tunduk pada regulasi pemerintah.
Penclitiun penclittan ini membuktkan bahuea
Featisahan universal vang werdapal pada sistem
hukum nepgary acapkali ddak berkesesuatan
dengran ketivatuwan empirik.

Kesimpulan apa vane dapar ditarik dad paparan
tenri dan cotoh di muka khusasnyra mengenai
pluralisme hubkum babwa penulis hendak



mengintrodulst tavaran paradigma harn:
sosiatif, indukof, cmilk, kuaalitatif dan
fenornenoloal. Artinga suatu aras pemikican
baru adanva szling mempengarul fenomena
sosial terbadap bukutn, berfikic dan hal hal
Fhusus menuju hal vang: beratar wnwm, melibae
kujiun berdasarkan sudot pandange vang
dikajiinelepaskan Jduri sulyekiivitas penelash),
menreksplanasikun fenomena sosial sesual
derzan ketvatnany realivanea; obvek il ddak
sebatas bal empirvik melainkan mencakup
feniomena persepsi,perikiran, kemauan dan
kevakinan subwvek letang sesuaty Ji luar subwvek
vang munpkin tidak ajeg, ddak eramr, ak
tetprecizsl sulit dikendalikan dan sebagainwva,

Telaah pleralisme hukum Jegal pluralism) sesval
ilmm anthropologl hukum fanthropology of
lawe) merupakan lawaran pendckatan vang scjalan
dengan paradigma yang berkembang sehinggea
dalam masvarakat transformatif menuju
masvarakar vang cemokraris dowasa i
dibayangkan adanva suaru sisrem oi dalam

negare vang harus berurusan dengan seng ki,

Molahn ropukannya pada pendapacSan vy TGk

Meriry, maka DomNavan menvemlon bahea:

i dbvradary an Ceval P Dy sud yed cleardy
demmarealed o bagudary belween normialing rders
fhat can and cannd be cadied dan” Becaane the
dppes wf morner of soctal repadalion ave comiinaons
Faibir tha ditorele, one shonld wot eagpedt Hack-
febler rorloy vulan A seerd, e dan bobe fo find
criferta jov cenival characierisioe o the tye of morm
intdviliiea, fheeely providing voiepdual foois do
athieee the discrinsiiation among Aindn... O the
ey Beaigfeis of e stwdy of dipal piriralives ir thal
i faifitater the awore ey o an exviiiiee foc
aif sifadions of dishile fo an wealveis of ordering
fn omendispute ritsafions (Merpy 1988}

Penvediaan berbagai pilihan hukum misalnya
berbagal peraditan yang mcmpunyai vuriscliksi

kasus khusoas seperts dalam “hulkum
intoraasional (#e fezerpationa! Dand dischur
shomping Torum” dan dilakulean taesar menamar
fssue anrek menunjuk lembaga vang akan
dipeteaya untok mengambil keputusan dan
wdtom (g Nboppose (devwy (ungkapan yang
merutnuslan sengletd, Disamping itu, hulaon
sendirt menelapkan batas konsuiusional dan
prosedural vangr bastlnes kemungkinan mematgr
para pibak tdak munekin suma sekali belas
dalatn menentusan lembagra pilibannva,
L samping i, pilikan penvelesaian senpketa
melalui lembaga non litigasi {alternabive diipate
reraiztian; mekanisme alternatif penvelesaian
sengketa) merupakan suatu pilihan vang dapal
dipilih karena mempunral pijakan sosio-kultural
Fang kual di masvarakal.

Dalam konccks inilah peran scrva masvarakat
dan pemerintah (sebagai pemangkn
kepentingan) calam pembentukan suar
lemhaga vang akan menjadi wahana
pendampingan masvarakar poram vang
menguseng cita-cied penyelesaian sengleeta
sumber dava agrara vang monyelurah dan
herkeadilan menjadi sangar pennng artinya,
Tnistast dari bawah Jpendekaran irdukof cmic
tenomenologpk) separutnys memmbang
PETHsIpEL] van sepertl ap vang seharusny
dilakuzan cleh para pemanghku kepentingan
untuk mengragras dan membentuk lemtbega
vanyr alan menjudt wahana bag penvelesaian

zengketal.

Perianvaan varg dapat diagjukan apakah lemlaga
vanpg bendak dibentuk bersama pihak
pemetintah bersama masvarakat merupakan
gragrasan yang bemar-benar munedl darl bawah
clan mendudukkan para pemanghu Lepentingan
istake holders) setaras, Dalam konteks lembaga
vang akan memberikan layanan acdvokasi para
pencart keadilan {vususiabel) benar-Lenar
nancinya mampu memberi ruh pada bukem
dengan transformasi beepijalk pada realivas kini?,

AN RS AT T, Mamcranfan Dimpdy ubvipedind Heden . 20



Tangleah-langkah clspedmentast kel hak
vang ditmgias oleh lembaga swadave masvarakat
(LAAT, teoritis, prakeisi hulum untuk leluar
dari jchalean kemandesan hokam {ada yang
chstrim menyatalan kematian disiplin holam)
mercpakan awal dan wpava ‘pencerahan’ atas
kelumnya aulam di Indonesis vang patut
disambut baik. Seperti pernab dikankan
SAUTIPLIO BATIARDIO baliwa dalam perspekedt
bistoris bukuim aban senanuasa mengalaini
transtormasi melalui jalan vang panjang dan
lzma,

Kembali ke ranak norms dengan
dibrerlakukannva Undarg-undang Mo 12 Tabun
2011 vang mengubah Undang-undang Ne, 10
Tahun 2004 tenang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan khususnva Pasal 7 vang
memuat mengenal tata nrotarn berjenjang
peratran pernndangan muolai Lindang-nndang
Dasar 1945 sampar peraturan dacrah
memasulkan kembali Kererapan Majelis
Permusvawaratan Rakyar schingea menjads
dasar kehorlalouan kembah Kerempan Majels
Permusyawararan Rakyar No TR/ MPR /2001
renrang Roetorma Agraria dan Poneelolaan

Sumber Daya Alam,

Sitlah st wrnanac pentng vang larus dilakoken
oleh pemerintab maupun pemerintab dacrah
derngzan sesery wdalah melakokan sinkronisas
dan harmonizadd scluruh peraturan perandangr
undangan dari level teratas sampai terbawah
apar tdak terjadi konflinorma, Selain dtu,
diperfukan kemauan politk dan merealisasikan
penatzun kelembapan nepara khususoyva vang
mengravaki pengrelolaan sumber dava apravia
agar konflik kelembagaan dan kepentingan
dapart sepera diakhiri.

Kesimpulan dan Saran

A, Kesimpulan

Bertumpu pada analisis dan pembabasan wopik
tlisan i1 maka dapar diamil kesimpulan selmza
bierilaa:
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Krwrabns disiplin antropolow hulom sehawa
hegtan dan keluadayaan nasional Tadonesia vang
beragam dun leava dalam nenvelesaian sengleta
aprariz di [ndonesia melalui pendekaran
pluralisme hulum khososnya pluralisie hukuem
vang kuatr {strong legal plurahism) dimana
mernandanr dan mevaking bahwa antara hukum
eyt dan hukutn Adac berkesejujaran, saling
melengkapt serta saling membantu bukan
selugrud wjuan melainkan alal mencapai keadilan
agratia (agrarian justice] yang hakiki,

B Saran/ Rekomendasi

1. Perkembangan disiplin hukuom dalam
petrbangunan sualu sistem hubum Indonesia
vang dinamis, akan mampu dicapal
sevogianya apakila perkembangan kajian
hukon: ddak lagd memperdebatkan persozlan
pendekatan dar meotods vang saling
menegasikan anrara pengkaji sam dengan

lainnya.

2. Mengarusuramalkan kembali pendelaran
sosiy lewal khususova poendekatan anmeonolows
hukum, schingga 151 amanar Keretapan
Majelis Poermuosyvawaratan Ralovar
NaTHAPRA2000 rentang Reforma Agmna
dan Pengclolaan sumber D Alam benar
henar dilaksanakan pemennoal bersama
sama seluruh pernanglko kepenaneran dan

dipertunggrunggawablon kepuada rakvet
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